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I. UMUM 

  Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjalankan demokrasi 

ekonomi dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional.  

  Dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi melalui penanaman modal tersebut, Pemerintah telah melakukan 

langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang 

akan menanamkan modalnya di Indonesia dengan membuat kebijakan 

melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal. Upaya 

untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian kemudahan 

bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra 

produktif. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan 

yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam 

modal yang mengakibatkan daya saing Indonesia makin menurun.  

  Untuk menjamin iklim penanaman modal yang kondusif, Pemerintah 

telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas yang mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. 

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat substansi yang cukup sulit untuk 

dilaksanakan dan menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha 
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pemula. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian peraturan dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut dimaksudkan 

untuk memberikan kemudahan berusaha, dan lebih menjamin ketertiban 

dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang 

dirasakan masih memberatkan bagi para pengusaha pemula.  

  Ketentuan kemudahan berusaha tersebut berupa perubahan 

terhadap modal dasar Perseroan Terbatas yang semula ditentukan paling 

sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan 

sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. 

Penyerahan penentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas kepada 

para pendiri Perseroan Terbatas dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah 

untuk menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan 

kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan 

perjanjian dalam mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan 

dalam hukum perdata.  

  Kebijakan Pemerintah dalam memberikan kebebasan kepada para 

pendiri Perseroan Terbatas untuk menentukan besaran modal dasar, selain 

bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha 

dalam rangka memulai usahanya juga untuk meningkatkan investasi yang 

pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan 

menengah.  

  Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini dibentuk dalam rangka 

memberikan kepastian hukum bagi pelaku pembangunan ekonomi 

nasional khususnya dalam memulai usaha. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

  Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “wajib memiliki modal dasar perseroan” 

adalah bahwa setiap Perseroan Terbatas harus memiliki modal 

dasar yang cukup dalam memulai kegiatan usaha. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Penentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas berdasarkan 

kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas adalah upaya 
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menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan 

kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian 

dalam mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan 

dalam hukum perdata. 

 

Pasal 2 

  Cukup jelas.  

 

Pasal 3 

Cukup jelas.  

 

Pasal 4 

  Cukup jelas.  

 

Pasal 5 

  Cukup jelas. 
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